BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros
Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan
penyesuaian untuk menjawab kebutuhan hukum terkait
pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari anggaran’
pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros
Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian,
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856};

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Maros Nomor 57 Tahun 2022 Tentang
Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta
Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 57};

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 57
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang



Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 16 diubah dan ketentuan ayat (7)
dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN atau BUMD,

Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan

usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi

proposal.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan

hibah berupa uang, paling sedikit memuat:

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya Kkegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh
calon penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;

c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus
dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang
mengajukan usulan hibah;

d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat
sekretariat dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan
yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima hibah,;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon
penerima hibah;

g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan
kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta
kebutuhan lainnya; dan

h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah
(Pimpinan/Ketua) serta stempel/cap Badan, Lembaga atau
Organisasi Kemasyarakatan dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah
dan Camat setempat.

Dalam hal kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka

rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan

yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan

hibah berupa barang atau jasa, paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;



b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Daerah;

c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus
dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang
mengajukan usulan hibah;

d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat
sekretariat dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan
yvang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

e. jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon, berisi uraian
tentang jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon oleh calon
penerima hibah kepada Pemerintah Daerah; dan

f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah
(Pimpinan/Ketua) serta stempel/cap Badan, Lembaga atau
Organisasi Kemasyarakatan dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah
dan Camat setempat.

(5) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
(7) (Dihapus).

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimakud dalam Pasal 16 ayat
(6), Bupati meberikan persetujuan pemberian Hibah.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA dan PPAS oleh TAPD.

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 18 dihapus.
Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

(1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-
SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada SKPD
terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek
pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD terkait.



(1)

(2)

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

Pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d, oleh penerima Hibah meliputi:

a. laporan penggunaan Hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang
atau jasa.

Penerima Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa menyampaikan

laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal
BUPATI MAROS,

L ]

A. S AIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

“DAVIED SYAMSUDDN)‘

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR



